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Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat

Dengan inimenerangkan bahwa :

Nama

Alamat

Jumlah murid

: BENIAS IBA

: Kepala Kampung

: Kampung Beimes

: TK HERIINA4 BEIMES

: Kampung Beimes

: 19 Orang

Jumlah Tenaga Pengajar : 2 Orang

Adalah benar-benar Sekolah ini telah berjalan sejak tanggal 22 Desember 2013.

Demikian surat izin pendirian ini di buat dengan sesungguhnya untuk dapat diperhatikan.



PEMERINTAH IGBUPATEN TETUT B|NTUNI

DINAS PENDIDII(AN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OIAHRAGA

Jl.Km. 7.SibenaNo.2 Bintuni, Kode Pos 983@. Telepon .( 0955) 31257

KEPUTUSAN IGPA1A DINAS PENDTDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OTAHRAGA

KABUPATEN TELUK BINTUNI
Nomor z 42L.t l8L9 l2OL7

TENTANG

urN oPERASTONAL LEMBAGA PENDIDIIGN ANAK USIA DlNl ( PAUD )

TAMAN KANA- KANAK(TK ) HERLINA 4 BEIMES

KEPA1A DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYMN PEMUDA DAN OT.AHRAGA

KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang:

Mengingat:

Bahwa pendidikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara akif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan mental spiritual pengendalian

diri,kepribadian,kecerdasan,akhak mulia,serta ketrampilan,dan kemampuan dalam

bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Bahwa untuk menghadapiera globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga

pendidikan non formal maka perlu diberikan ijin operasional.

Bahwa dikabupaten Teluk bintuni perlu adanya lembaga-lembaga yang bergerak

diberbagai layanan pendidikan no formal yang dapat membantu masyarakat yang

kesululitan menempuh pendidikan formal.

Bahwa demi tertipnya penyelenggeraan pendidikan formala dan noformal perlu

diatur dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidkan Kebudayaan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Sistim Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20Q4 tentang Perimbangan Antar Pemerintah

Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua

(lembaran Negara Republik lndinesia Tahun 2001 Nomor l35,Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undan-
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Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi
undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun z@2 Nomor
i2g,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor l8x84l;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarmi, Kerom,Sorong Selata n, Raja Ampat Pegun unga n
BintangYehokimoTolikara,Kabupaten Waropen,Kabupaten Asma!Kabupaten
Kaimana,Teluk Bintuni,dan Teluk Wondama di Propinsi Papua Barat (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Npmor 42a51;
Perturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 21496);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman PemUinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 15&Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerntah
antara Pemerintah ,Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor S2,Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 47371;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20071;
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2010 Nomor ST,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor
30);
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor offi I ulzo0z rentang pedoman
Pendirian Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan telah beroperasi sejak
Tahun 2013 maka berhak diberikan ljin Opersional Kepada Nama Lembaga :
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Menetapkan

Pertama

Nama

Status

Tahun Pendirian

Alamat

TK.HERLINA 4 BEIMES

: SWADAYA MASYARAKAT

: 22 Desember 2013

: Kampung Beimes,Distrik Bintuni
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Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tersebut dalam DIKIUM PERTAMA

diwajibkan melaksanakan,melayani dan meningkatkan mutu pendidikan.
ljin Operasional ini dapat dicabut dan atau ditutup sementara waktu apabila
Yayasan / Lembaga /PengelolalTutorl Pengasuh mentelantarkan anak
didiknya dan atau lembaran tidak menjalankan tugas dan fungsinya
sebagaimana mestinya.
ljin Operasional ini berlaku scjak tangga! 5 Oktober berakhir sejak tanggal 5
Oktober 20L9.
Hal-halyang belum diatur dalam keputusan iniakan diatur lebih lanjut dalam
keputusan tersendiri.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apablla dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan d iperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bintuni

PadaTanesal : 5. Oktober2017

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

PEMBINA
NrP.19600828 199303 1 009*

TEMBUSAN YTH:

1. BupatiTeluk Bintuni

2.Kabag.Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;

3.Para Pengelolah Yayasan dan Organisasi Mitra ;

4.Sekolah yang bersangkutan ;

S.Arsip.
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